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A. La tar BelakJing Masalah 

Pembanguoan Nasional yang telah dan akan terns dilaksanakan untuk 

mewujudkan masyarakat ad1l dan makrnur berdasark.an Pancaslia dan Undang

tindang Dasar 1945 telah mengakibatkan tidak saja keadaan keludupan ekonomi 

dan sosial yang leb1h ba.k bagJ seluruh ral.:yat Indonesia. tetap1 ju�'8 menunbulkan 

dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi dtsegala b1dang kehidupan 

masyarakat. 

Untuk mcncapa1 tUJUan pembangunan oasional tersebut diatas dipcrlukan 

investas• dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan 

kemampuan sendm. Oleh karena 1tu sudah wakrunya d1letakkan suatu landasan 

yang dapat lebtb menJamm tcrsediaanya dana itu dari sumber-�umber didalam 

negeri sebaga1 penccnrunan kegotongroyongan nasional. sehingga bamuan luar 

negen banya merupakan pelengkap yang makin lama makin kecil peranannya 

Pajak Penambahan Nilai yang selanjumya dlsebut PPN adalah paJak atas 

konsumsi dalam negeri Sepeni yang telah kita ketahut ada dua macam PPN yang 

diatur disini merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam 

negen yattu PPN dan PPn B\1. 

PPN dipungut beberapa kali pada berbagm mata rantat Jalur perusahaan 

Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi kareoa pengenaanya hanya terhadap 

pertambahan oil& yant�nmbul pada setiap peoyerahan barang atau jasa pada jalur 
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perusahaan benkutnya. maka beban paJak ini pada akhimya tidaklah lebih berat. 

Pajak PenJualan Atas Barang 'Aewah (PPnB�1) dtpungut saru kali pada 

sumberoya yaitu pada tingkat pabriknya, atau pada waktu impor. 

Tarifyang berlaku atas penyeralum Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa 

Kena Pajak (JKP) dibuat lebih sederhana dengan menerapkan tarif seragam, 

artinya satu macam tarif unruk semua Jents BKP dan JKP Dengan demtkian 

pelaksanaannya menjadi lebih mudah ndak memerlukan daftar penggolongan 

barang dengan larif) ang berbeda 

Semua orang atau badan yang mengbasilkan, mengimpor, 

memperdagangkan barang atau memben"kan BKP/JKP dapat dtkenakan pajak. 

Pengusaha kecil yang menghasilkan dan menJUBI barang atau memberikan jasa 

dibebaskan dari pengenaan pl\iak, kecuali pengusaha kecil yang memtlih untuk 

dil.:ukuhkan sebagw Pengusaha Kena Pajak (PKP) wBJtb melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasaiJA UU PP!': 2000. 

SesUBJ dengan judul )'Bng dtpilib oleb penulis. maka )'ang menJadt 

materi pokok dari makalah mi adalab mekanisme penghnungan, pemungutan. 

penyetoran, dan pelaporan pajak pertambaban rulw berdasarkan Undang-undang 

pajak pertambahan nilai. 

Untuk dapat melakukan penghitungan PPN, sebelumnya hams diketahui 

apa )''allg menJadi dasar pengenaan pajaknya. Kemudtan PPN yang temtang 

dihitung dengan mengallkan larif dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP) 

Adapun yang menjadt dasar pengenaan PPN adalab sebagai berik"'lt (Untung 

Sukardji, 2003 : 254 - 258 l 
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